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Abstrak 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Pada SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten 
Bulukumba). Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian 
lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu 
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 
dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD 218 Desa Batang Kecamatan 
Bontotiro Kabupaten Bulukuma belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yangmereka 
terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa 
MUI nomor 3 Tahun 20013 tentang zakat penghasilan dengan nishab 85 gram emas. Guru 
guru juga mempunyai hambatan karena kurangnya sosialisasi tentang zakat profes. Dalam 
pandangan Hukum Islam sesorang baru berkeewajiban berzakat apabila harta yang 
dimilikinya mencapai nishab. Seseorang yang berhutang, jalas punya kewajiban nomor satu 
untuk membayar hutangnya. 
Kata Kunci: Implementasi, Zakat Profesi, Hukum Islam 
Abstract 
The main problem of this research is the Implementation of Professional Zakat in the 
Perspective of Islamic Law (Study at SD Negeri 218 Batang Village, District) Bontotiro, 
Bulukumba Regency). This type of research is classified as des criptive qualitative in the form 
of researchfield (research file) with the research approach used is empirical approach. The 
data sources of this research are primary data and Secondary. The data collection method used 
is observation, interviews and documentation. Then the data processing and analysis 
technique is carried out by through three stages, namely: data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions. Based on the results of research in the field, it can be stated that 
Implementation of Professional Zakat for Elementary School Teachers 218 Batang Village, 
Bontotiro District Bulukuma Regency is not yet fully operational. Because the income they 
received have not reached the nishab limit in accordance with the agreement of ijtihad para' 
ulama and MUI Fatwa number 3 of 20013 concerning income zakat with nishab 85 grams of 
gold. Teachers also have barriers due to lack of socialization about professional zakat. In the 
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view of Islamic Law someone new are obliged to pay zakat if their assets reach the nishab. 
Someone debtors, jalas has the number one obligation to pay his debts. 
Keywords: Implementation, Professional Zakat, Islamic Law 
 
A. Pendahuluan  
Tujuan hukum Islam adalah bahwa salah satu cara untuk mengelola, memperoleh dan 
menggunakan kekayaan adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan 
rukun yang paling utama setelah shalat. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang 
dikaitkan dengan harta dan memiliki dua dimensi: dimensi hablum minallah, yang 
mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan hablum minnas, yang 
mengatur hubungan antaramanusia. Jadi kita  bisa melihat bahwa banyak ayat Al-Qur’an 
dan hadits yang menggabungkan perintah shalat dan perintah zakat.1 
 
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah populasi yang sangat besar. 
Menurut data Population Reference jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke 
empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dari jumlah penduduk yang 
besar tersebut dan memiliki mayoritas penduduk sebagai penganut agama Islam. Bangsa 
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki keanekaragaman suku,budaya,bahasa 
dan agama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia 
bukanlah negara berdasarkan agama tertentu, namun meskipun demikian negara ikut 
terlibat dalam mengatur urusan umat Islam dan menjadikan ajarannya menjadi 
komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urusan 
tentang Zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, 
Infak dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat.2 
Kehidupan sosial sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam 
berbagai sektor kehidupan manusia, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah 
penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Zakat dapat dijadikan 
 
1 Mannan, Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Dana 
Bhakti Wakaf, 1993), h. 256 
 2 Andi Safriani,”Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 tahun 2011 
Tentang Zakat “,Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.2 (2016), hlm.2 
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sebagai poros dan pusat keuangan Negara Islam. Bila dijabarkan lebih lanjut begitu 
besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, 
terutama umat Islam.3 
Zakat merupakan Kewajiban bagi yang punya kemampuan dinamakan Muzakki yang 
bertujuan untuk membantu orang lain dan bagi tidak punya kemampuan dinamakan 
Mustahik, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Orang Yang berutang, 
Orang yang Menuntut Ilmu, dan Orang yang berjuang dijalan Allah Swt.4 
Demikian pentingnya persoalan zakat, berikut ini dinukilkan pandangan seorang ulama 
yang terkenal akhir abad kedua puluh ini, yang menekuni kajian tentang zakat, yaitu 
Yusuf al-Qardawi menulis secara khusus kitab fiqh al-Zakah (Hukum Zakat). Dalam 
kitab tersebut, disamping mengemukakan argument yang merujuk kepada al-Qur’an dan 
al-Sunnah, dia juga menampilkan sumber-sumber yang terdapat dari berbagai kitab dan 
berbagai disiplin ilmu lainnya.5 
Zakat penghasilan atau profesi adalah termasuk masalah ijtihad yang telah dikaji dengan 
seksama menurut pandangan hukum syari‟ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan 
dalil-dalil syari tentang masalah zakat. Tampaknya tidak adil untuk menetapkan bahwa 
seorang petani yang berpenghasilan 15 kwintal (1.500 kg) beras harus membayar zakat 
10%, sedangkan orang-orang yang brpenghasilan sepuluh kali lebih banyak dari seorang 
petani karena profesinya tidak dikenakan zakat karena alasan itu. Nabi tidak 
memerintahkannya. Bukankah Umar Bin Khattab mengambil zakat dengan menunggang 
kuda, yang tidak pernah dilakukab oleh Nabi dan Abu Bakar.“Dari Umar ra. Beliau 
menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata:” 
kami berhasil mendapatkan banyak barang rampasan, kuda, dan tahanan. Kami ingin 
zakat membersihkan kami dari barang rampasan ini. Umar berkata bahwa sebelum saya 
 
3 Anwar Ibrahim, Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shophiaan (Surabaya: Etika 
Gusti, 1997), h. 63 
4 Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat”, El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2.1 (2020), hlm.42. 
5 Dr. Abdurrachman Qadir, MA., Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Pt Raja Grafindo 
Persada, 2001), hlm 61-64. 
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dua rekan saya (Rasullah dan Abu Bakar) belum pernah melakukan ini, jadi saya tidak 
berani melakukannya. Dia kemudian berkonsultasi dengan teman-temannya, di antara 
Ali Bin Abi Thalib, yang mengatakan itu baik, meskipun itu juga bukan jizyah yang bisa 
di ambil oleh siapa pun setelahnya.6 
Kecamatan Bontotiro ada kelompok profesional dengan profesi yang berbeda. Ada yang 
bekerja untuk ASN, TNI/POLRI, Pegawai Swasta, tenaga medis. Selain zakat fitrah dan 
zakat lainnya, potensi zakat dari kelompok ini sangat besar jika mereka membayar zakat 
profesinya, tentunya hal ini akan menambah pemasukan yang cukup siqnifikan terhadap 
pendapatan dari zakat, apalagi jika dikelolah untuk kemaslahatan umat. Jika dana zakat 
profesional ini dapat dikelola untuk kemaslahatan umat, tentunya dapat meningkat 
kesejahteraan umar itu sendiri. 
Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa ketika melaksakan zakat profesi oleh 
Aparatur Sipil Negara di wilayah Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi 
Selatan , tidak semua orang melaksanakan zakat profesi. Jal ini disebabkan rendahnya 
pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di wilayah Bontotiro Kabupaten 
Bulukumba. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab 
sesuai kesepakatan ulama ijtihad dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang zakat 
penghasilan dengan batas nisab emas 85 gram. Dari sudut pandang hukum Islam, 
seseorang dibebani zakat hanya jika hartanya bebas dari hak milik “semua” orang lain. 
Orang-orang yang memiliki hutang dan harus melunasinya jelas memiliki tugas nomor 
satu untuk membayar hutang mereka. Sedangkan kewajiban membayar zakat hanya 
dapat dipenuhi jika hutang yang menjadi kewajiban dilunasi terlebih dahulu. 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metodologi kualitatif deskriptif, 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis 
 
6 Muhammad Husain Haekal, Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut hati, (Jakarta :PT. Litera Antar Nusa, 
1995), h. 82. 
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atau lisan atau bentuk tindakan kebijakan7, Penelitian adalah pengamatan yang bertumpu 
pada sumbar data berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situacion. Sumber data 
penelitian yang penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam 
penelitian ini, sebatas pada sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai sumber 
data penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, karena 
populasi dan sampel digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan 
penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak bermaksud menggeneralisasi hasil akhir 
penelitian dan kesimpulan deduktifJadi yang dimaksud dengan sumber data dalam 
penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan 
Bontotiro serta dokumen-dokumen/arsip. 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Penghasilan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 218 Desa Batang 
Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang 
muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap 
gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Memang zakat jenis ini belum dikenal secara 
luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum 
lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai 
negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya kewajiban zakat 
adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang 
diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan 
kesejahteraan umum. 
Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk 
mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan 
yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, 
misalnya: Profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis, mungkin juga 
Da’i atau Muballigh, dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah 
 
7 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112. 
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maju menyelesaikan perkembangan zaman.8Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI 
(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi 
sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah 
wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan 
seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut 
wajib membayar zakat. “zakat profesi sebetulnya zakat penghasilan. Cuman 
namanya saja yang zakat profesi biar lebih familiar. Hukumnya wajib.”9 
Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-
pokok Kepegawaian adalah :“Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundnag-undangan yang berlaku”. Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi 
dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut 
Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai 
Negeri Sipil Pusat disebutkan :”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri 
Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
bekerja pada Departeman, Kejaksaan Agung, Sekretarit Negara, Sekretariat 
Kabinet, Sekretariat Militer, Sekeretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, 
Kantor Menteri Kordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga 
Pemerintahan Non Departemen, Kesekretaritan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 
Instansi Vertikal didaerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, kepaniteraan Pengadilan atau 
dipekerjaan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya. 
Demikian pula menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 
Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada 
 
8 Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 28 
9 Noor Aflan. Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPrees), 2009), h. 10 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah, 
dipekerjakan diluar instansi induknya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang melalui kantor daerah pusat dan Provinsi/daerah/kota, 
yang gajinya dipotong untuk anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan  
Bagi pegawai yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengansur 
(mencicil) pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan. Sebab, kalau 
berbicara soal uang:”sedikit, cukup, banyak pun habis” kata orang. Demikian sikap 
dan Tindakan yang paling aman adalah mengeluarkan zakatnya setiap bulan atau 
setiap mendapatkan penghasilan.10 
Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti 
gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik 
rutin seperti pejabat Negara, Pegawai atau Karyawan, maupun tidak rutin seperti 
dokter, Pengacara, Konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari 
pekerjaan bebas lainnya. 
Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas 
untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas dalam organisasi agar terhindaar dari 
perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai . 
Konsep pengelolaan yang efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap 
orang dengan prinsip perencanaan individu masing-masing, karena dengan 
kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan 
berdayaguna. Namun jika perencanaan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya 
pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan Lembaga 
independen. 
Bila dilihat kenyataan yang terjadi di SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan 
 
10 PT Raja Grafindo Persada, Tuntunan puasa Dan Zakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 
hlm 204-209 
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Bontotiro Kabupaten Bulukumba, zakat profesi belum sepenuhnya berjalan dengan 
baik. Hal ini karena kurangnya Sosialisasi tentang Zakat Profesi di kalangan 
Pegawai Negeri Sipil SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten 
Bulukumba. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden mereka mengatakan 
bahwa“jumlah nishab yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu 85 gram setelah 
keluar kebutuhan pokoknya, jadi maksudnya 85 gram itu adalah barang yang 
mengendap misalnya ada uang 85 jt di bank satu tahun tidak goyang goyang itulah 
yang dikeluarkan 2,5% tapi kalau tdk mencapai itu tidak wajib mengeluarkan 
namun boleh mengeluarkan, nanti wajib hukumnya kalau ada uang atau emas yang 
seharga 85 gram mengendap selama satu tahun keluar 2,5%. Kita ini biasa 
memberikan ke masjid atau di kasih orang, kita ini di desa kalau lebaran baru ada 
amil zakat yang untuk mengumpulkan zakat fitrah bukan zakat profesi. Kita biasa 
mengeluarkan zakat, tetapi belum tahu tentang penyalurannya, biasa kalau kita ini 
mengeluarkan zakat ke masjid masjid atau ke orang orang. Namun Boleh juga di 
kasih keluar zakat penghasilan walaupun tdk sampai nisab cuman belum wajib 
setelah kasih keluar semua kebutuhan, cicilan, bayar utang, makanan, tapi kalau 
sudah sampai hisabnya dia wajib mengeluarkan zakatnya, cuman kendalanya 
sekarang tidak ada Lembaga khusus di desa yang menangani zakat profesi padahal 
banyak pendapatan disitu bisa di salurkan, kedua kesadarannya kesadarannya 
orang-orang tdk mengerti zakat profesi karena kurangnya sosialisasi, makanya kita 
ini mengeluarkan zakat profesi di orang orang yang tidak mampu atau di keluarga 
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keluarga”11 
Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa responden ini 
paham tentang zakat profesi, akan tetapi responden belum melaksanakan zakat 
tersebut karena menurut pemahamannya bahwa belum ada Lembaga resmi seperti 
LazisNU dan Lazismuh ataupun Baznas, karena Baznas itu hanya ada di Pusat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden mereka mengatakan 
bahwa: 
“Zakat profesi itu sudah saya laksanakan sudah lama, nishabnya itu 90 gram emas 
dan kadar zakatnya itu 2,5 % sesuai aturan agama, tapi info tersebut saya dengar 
dari informasi sosial media bukan dari Lembaga baznas tertentu, dan zakat profesi 
ini saya keluarkan setiap setelah gajian,dan zakat profesi itu saya salurkan kepada 
keluarga terdekat. 
Paparan Human informan atau Responden diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
responden mengeluarkan zakat profesi tersebut tapi setiap sesudah gajian dalam 
artian setiap bulan dan dia salurkan kepada keluarga terdekat. 
Dalam paparan diatas dapat diketahui bahwa PNS di lingkungan SD Negeri 218 
Desa Batang belum seluruhnya menjalankan UU No. 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat. Dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. 
Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 218 Desa Batang dalam mengeluarkan 
 
11 Human Informan Iskandar (Kepala Sekolah) Desa Batang, Kecamatan Bontotiro Kabupaten 
Bulukumba. 
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zakat penghasilan belum sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Zakat 
penghasilan yang diterapkan di SD Negeri 218 Desa Batang yaitu sebesar Rp. 
5000,00 perbulan dan selain dari pada itu ibu Hj.Megawati mengeluarkan zakat 
sebesar Rp. 500.000,00 setahun sekali yang diberikan kepada masyarakat sekitar 
yang kurang mampu sehingga jika dijumlah satu tahun ibu Hj.Megawati 
mengeluarkan zakat sebesar Rp. 560.000,00.61. 
Perhitungan zakat penghasilan diatas pendapatan bersih Hj. Megawati, S.pd belum 
mencapai nisab yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 gram emas x Rp. 913.000,00 
= 77.605.000,00 sedangkan pendapatan bersihnya adalah Rp. Rp.72.582.000 
jumlah ini tidak memenuhi harga 85 gram emas. Jika dikalikan dengan 2,5% zakat 
yang seharusnya dikeluarkan Hj.Megawati adalah Rp. Rp.1.587.758. namun zakat 
penghasilan yang dikeluarkan oleh Hj.Megawati belum sesuai dengan ketentuan 
nisab yang telah ditetapkan, maka hal dianggap sebagai shodaqah. 
2. Hambatan Apartur Sipil Negara Guru SD 218 Desa Batang  
Aparatur Sipil Negara SD Negeri 218 Desa Batang memiliki hambatantertentu 
dalam melaksanakan Peraturan tentang zakat profesi atau penghasilan, sehingga 
zakat tersebut tidak maksimal. 
Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya yaitu: 
1. Masih kurang kepercayaan masyarakat. 
2. Kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah 
3. Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi masih kurang. 
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Sejalan dengan dipaparkan hambatan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara SD 
Negari 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba peniliti 
menunturkan bahwa solusi dan penyelesaian masalah terhadap hambatan dalam 
Implementasi Zakat Profesi adalah Lembaga Amil Zakat harus melakukan 
Sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, dan pengurus 
LAZNAS, untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam 
pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat perlu dilakukan untuk melakukan 
evaluasi, baik segi peraturan pengelolaan zakat profesi, sehingga pembayaran zakat 
profesi para muzakki Aparatur Sipil Negara SD Negeri 218 Desa Batang, ataupun 
penyetoran hasil pembayaran zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara SD Negeri 
218 Desa Batang kepada LAZNAS dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan. 
3. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Zakat Profesi dikalangan Aparatur Sipil 
Negara Guru SD Negeri 218 Desa Batang 
 
Al-Qur’an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. 
Oleh sebab itu Al-Qur’an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum 
tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendatail dan terperinci, 
terkucuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan minumbulkan 
keraguankeraguan dan kekacauan. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, 
sebagaimana dalam rukun Islam lainnya (sholat, puasa, dan haji) tentunya 
didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, 
yaitu al-Quran dan hadits.12 
 
12 Basyirah Mustarin,” Urgensi pengelolaan zakat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.’, 
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2 (2017), hlm.85 
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Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa 
yang dinyatakan al-Qur’an itu; menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang 
belum tegaas, memberikan Batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa 
yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang doitangkap oleh Rasulullah dari 
ayat-ayat tersebut.13 
Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan 
bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir 
dan sudah keluar dari Islam. Tak ubahnya seperti anak panah yang keluar dari 
busurnya. Nawawi berkata :”Jika orang tersebut mengingkari kewajiban zakat 
karena ia tidak mengetahui, karena ia hidup pada masa Islam baru saja menyebar, 
atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidak dianggap kafir, melainkan harus 
dikenakan padanya terlebih dahulu wajib zakatnya kemudian dikumpulkan. Jika ia 
dengan keras kepala mengingkarinya, maka ia dianggap kafir dan diperlakukan 
seperti orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh”.14 
Islam menganjurkan agar segala sesuatu dilakukan dengan benar, rapi, tertib dan 
teratur di segala bidang, proses harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu 
tidak boleh dilakukan asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut 
segala sesuatunya dilakukan dengan baik, terutama masalah penerapan syariat 
Islam. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab 
agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa adanya penjahit, tukang kayu 
dan lain-lain. Yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak 
 
13 Zakiah Drajat. Zakat pembersih harta, 1996, Jakarta, CV Puhama, Hal 70. 
14 Ali Hasan, Tuntunan Puasa dan Zakat, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 204. 
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lain, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu, menerima upah yang 
dikeluarkan dengan tangan, otak, atau keduanya. 
Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan 
imbalan menapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.15 
Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup 
senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu yusuf, dan 
Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup 
tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat 
menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan 
untukmewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang  
terhneti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun 
tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai 
sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang merupakan landasan wajib 
zakat. 
Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup 
terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. 
Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atau hasil penghasilan 
dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang 
tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan 
tersebut. 
 
15 Muhammad, Zakat profesi;Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer. 2002, Jakarta, Salemba 
Diniyah. 
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Adapun dalam hal qiyas, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada Tindakan khalifah 
Mu’awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku 
dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan 
perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian 
(u'tiyat) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima 
gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (mazalim) setelah 
dikembalikan kepadanya.16 
Menurut para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’i, 
zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah 
cukup nishab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-
anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya 
yang sudah mencapai nishab. Dan bila belum mencapai nishab, maka tidak wajib 
zakatnya. Dalam kitabnya al- Umm, Imam Syafi’i mengatakan apabila seseorang 
menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun 
dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah 
mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu 
tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan 
memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun 
pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan 
memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak. 
Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah 
 
16 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, 2007, Litera Antar Nusa, Bogor Hal.23 
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transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu 
jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun 
telah berlalu dari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat 
meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun 
sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari 
zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah 
melewatinya. 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya 
bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya 
mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat 
harta penghasilan. 
Dari beberapa dalil dan pendapat- pendapat tersebut di atas, bisa diambil 
kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah: 267 
yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya 
menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi 
modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Atau keumumannya dari segi waktu yang 
tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta Untuk menetapkan teknis 
penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari nishab, kadar, dan waktunya 
menggunakan dalil qiyas (analogical reasoning). Sudah barang tentu menggunakan 
dalil qiyas sebagai dalil syar’i, harus memenuhi syarat dan rukunnya agar 
menemukan hukum ijtihadi yang aktual dan proporsional. Nisab merupakan batas 
minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat 
profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada 
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nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua 
kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini. 
Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya 
kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, 
yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud: Tidak ada 
suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 
20 dinar) 
Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). 
Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut 
sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Karena profesi itu 
sendiri bermacam- macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung 
untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan 
nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut. 
Pertama, Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter 
spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang 
sejenisdengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar 
dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai 
kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut 
bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, 
yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana kominikasi seperti telephon, 
rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat 
hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima 
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bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang yang menggunakan biaya 
irigasi (bukan tadah hujan). 
Kedua, Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau 
badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana 
yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di 
rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. 
Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 
8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai 
nishab emas adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir 
tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah 
dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya. Zakat bagi 






1. Kesimpulan  
Penghasilan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 218 Desa Batang adalah 
Perhitungan zakat penghasilan atau profesi dari pendapatan bersih Aparatur Sipil 
Negara belum mencapai nisab yang telah ditetapkan maka hal dianggap sebagai 
 
17 Andi Safriani,”Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 tahun 2011 
Tentang Zakat “,Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.2 (2016), hlm.8 
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shodaqah. Hambatan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 218 Desa Batang dalam 
melaksanakan Peraturan tentang zakat profesi atau penghasilan, sehingga zakat 
tersebut tidak maksimal, Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya 
yaitu: a. Masih kurang kepercayaan masyarakat, b. Kesadaran masyarakat untuk 
berzakat yang masih rendah, c. Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi masih 
kurang. Tinjauan Hukum Islam tentang praktek Zakat Profesi dikalangan Aparatur 
Sipil Negara Guru SD Negeri 218 Desa Batang adalah ada yang sudah 
melaksanakanzakat profesi dari menurut pemahaman mereka yang dilaksanakan 
selama ini,namun menurut Pandangan Hukum Islam yang mereka keluarkan selama 
ini belum bisa dikatakan zakat profesi karena belum mencapai nishab dari gaji bersih 
yang mereka terima setiap bulan maupun pertahunnya. 
2. Saran 
Sebagai seorang muslim kita harus selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk 
menunaikan zakatnya, terutama tentang zakat profesi, Karena kesadaran untuk 
menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu 
dorongan dari orang lain, Sangat diharapkan setiap umat Islam yang memiliki profesi 
agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga kehidupan Umat Islam 
menjadi lebih seimbang, Pemerintah dalam hal ini lembaga Zakat harus rutin 
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